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BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LARUHANBATU UTARA
NOMOR & TAHUN 2016

TENTANG

FERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAR
TAHUN ANGGARAN Q16

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANEBATU UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembanganyang tidak sesuai dengan asumsi Kebyjakan umum APBD, keadaan
vang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan vang
menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelummnva harus digunakan untuk pembiayyaan dalam

tahun anggaran berjalan maka periu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-lindang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...
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Undang-Undiang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

| 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2003 Nomor 47, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

Ut a ng Uandang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara

an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahiuin 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ne sara Re

publik Indonesia Nomor 4355);
Unidang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (bembaran Negara Republik lndonesita Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomwor 4+0Q);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pemban.cunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahutt 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1421}

\'ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negala Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomov 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daelah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomot 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50

49);
Undang-Undang Nomo©r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik [Mdollesia Tahun 2011 Nomot 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon

esia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

1a Nomor 5679j;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3767};

13. Peraturan ...
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Perauran Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan heuangan Kepala Daerah dan Wakil

hepatda Daerah (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara
Nepubbh Indonesia Nomor 02 0R),

Peraturan Peorermah Nomor 24 Tahun 2004 tentans kedudukan Protokoler dan heuangan Pimpinan dan
ngeacta Denvan Pernakitan Rakvat Dacrah tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Nemra Nepabhl Indonesia Nomor <3t o) schagamnana telah diubah beberapa kahy, terakhir dengan
Poraliman Pemenniah Nepubhin Indonresia Nomoe 21 Tahun JOO7 tentang Perubaban Ketiga Atas Peraturan
Semerenial Nonme v 24 Tahuan 2004 fenting Ao iudukan Brotoboler dan Keuang an Puupinan dan Anggrota
Sewan Pevvaanan Rakvat Daevah lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 47, Tambahan
aribaran degara Republi R Indonesa Nomor 4712);

veraturan Pemienntah Namor 85 Tahun 2008 tentang Dana Permmbangan (Lembaran Negara  Republik
indonesia Tahun 005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemmenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informa si heuangan Daerah (Lembacan Negarma
Republik indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahh Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemernntaahh Nomor 30 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembsaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9155); }’

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578} ?

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar
Pelavanan Mmamal (Lembaran Mdegeara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomior 1530, Tambshan Lembhe—an
Newrara Nepabhikh donesia Nomor 4385

Neratioan Pemaenmial Nomwer 8 rahun 200 temtatg Pelaporan Reuangian dan hinena lnstanst Pemermish

" B LIS T . - - i I s "y - b - : _ 2 - [Ty ey 1
s haran hodt w Nepuonk ndoresia talam JOde Nomaor 230 Tammbahan Lembharan Nepars Repuiahk
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erasuran ?t’."nlé‘l‘uttah Noorwwr ot Tahun JC’].O tt‘flta.fl‘g Stﬂnda:‘ {1\ unans: Pt‘lmem}[ahm {Lmb, ran Neg&r-&
Repubhik Indonesta Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republikx [ndonesia Nomor 91630

21. Peraturan..
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?&-z:a:uf'a:: .?er?em&l*i ] Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ranun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22, Peraturan Pemeniniah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23 Perawran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bareang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Preswden Nomor 54 Tahun 2010 tentoang Pengadaan Barang/ Jasa Pemernrah (Lembaran
Megara Repubhbb lodonesan Tahan 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negiara Repu blik Indonesia Nomor
56,0 5],

. chaturan Prestden Nomor O0 Taban 2016 tentiong Rincioan Anpporaa Pendapatan din Belanjan Negara "'ahut
2O16 (Leasbhaonn Noe paa Repubhik Indonesu Talhnn 2010 Nomaor 1H4),

20 Peratiaan Mentar Dalion Nepen Nomor 13 Tabian 2000 tentang, Pedoman Pengeloloaan Keoan goan Daerah
rae booganen o teladby dhiabnhy beberapa kol terakdbie dengan Peratoran Menten Tilliae n Nepers Noanor 21 “Pabun
2001 tentang Peralmbian ledaa Atas Peraturan Mentert Dl Nep eq Nomaor 13 Taban 2006 teabnng

Pedoman Pengelolaan Kocvaagan Dacrah (Benta Negorn Repubhk Indonesia “T'onhun 2001 Nomor 310,

Peraturan Mentert Dialin Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman ’emberian Hibah dan Bantuan

260,
Sosial Yang Bersumber Dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) s ehagarnana telah drubah beberapa kah, terakhnr dengan Peraturan Menter Dalam
Negers Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentern Dalam Negert Nomor 32
Tahur 2011 temtring Pedoman Pembenian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Darm Anggaran
Pendanata n dan Belanja Daerah {Benta Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 541},

37 Bewaturz— Merie.r Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Aae T3 el xas Tizergh Tahun Angsaran 2016 (Beria Negara Repubiik Indonesra Tahun 2015 Nemor 903);

=3 Teem . moere MWemme o DGz Negen Nomor &0 Tahun 2015 femang Pembentukan Proxduk Hukum Daerah {(Bexa
Nz Resohrk (ndonesay Tahun 2SS Nomor SOk

%3 Themeoer e hiemas 3gho marrn L&y harhezliam: Nomor 2 Tahun 201D rentan g Organisas dan Tam® Aene
Jeimers ezt Thars™ 2z~ Seloenmiar Twewgn Peraaxtian RakKsat Deersh Iabupaten laiduhanbatu Umars
7 omtmgeme Daarale kabuogten Labuhanizatu Utars Tahun 2011 Nomeor 5, Tamixahan lemidaran Daerah
Kahi: naren labukanizarn: Urara Nomor 6

SOBemtumn.‘..'
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Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisas: dan Taia Kena
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara {(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tiahun
2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kemna
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labubhanbatu Utara
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labubanbatu Utara Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerahh Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi
can Tata hkerja Lembaga Tekms Daerah Kabupaten Labubhanbatu Utara (Lembaran Dacrah Kabupaten
ieounanibaiu Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten [Labuhanbatu Utara
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Ffeafuran Daeran nabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

L 2

necamar an dan aelurzhan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
[y fambanan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9);

ﬂl L] ‘.} bl ‘? i A A

feraturan Daeranh nabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata nerja Badan Penangg ulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah

sabupaten Labunanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu

~tara Nomor 37):

Peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 29); |

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentan

BB3elanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten

labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah K |
‘-' | abu :
Nomor 86); paten Labuhanbatu Utara
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engan Persetujuan Bersama

DENAN PERWAKILAN FAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUIHANBATU UTARA
Dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016,

Pasal 1
Anggaran Pcndapamn dan Belanja Daerah habupaten Labuhanbaiu Utara Tahun Anggaran 2016 semula
ber utniah Rp. 843 3731831692,00, bertambah sejumlah . Rp 204.835.551.295,00,-  sehingga  meniadi

Rp. LS 708,732 37 00 - dengan rincian sebagar bertkut

a  Peadapatan Daciah

soruiton Kp 343473 bl oW
S O AT L SR NERRIS Y R ‘\"‘H, A2 222 AW
vrerbloale bty ettt we bekels s\ e By 4y ﬁ}* L L ISR R SR\ ¥ VA
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ﬁlg'{;'ilﬁu t"’{‘l‘l u v St“tf}""'i}'i i"ez‘-{lﬂﬁﬁa'ﬂ s IR BN NN [NURN NEN PN REN DR M N . EE_’__I }_?_;)__8 95-2 3J 9__,_ 1
swiplus/ {defisit) setekah perubaban ... Rp (27.174.219.746.5 99,-);
¢ Pembiawaan Daeral:
1.  Periennmaan :
4. semula Rp. 920.000.000,00,-
b. bertambah/(berkurang) Rp. 30.254.219.746,59, -
jumlah penerimaan setelah perubahan .................... Rp. 31.174.219.746,59,-;

2. Penge luaran ...
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A Sila Rp. +.000.003.000,00.-

S
i~y ;h‘__ —— —....,L‘ = ':,,,' = E : ._
- :-_e;. u..i:L_h_'.H--.i":t — f-n.r'e:-L ?h-la iﬂg‘: RD 00 —
i L L]
*

—

jumian pengeld aran =ewlah perubahan oo Rp. 4.000.000.000,00,-;
jumiah pembiavaannetio setelah pervbahan .. Rp. 27.174.219.746,59,-;

T T om Py e : vy - : o o
$13& l20in pembiavaan anggaran setelah perubahan ...  Rp. 00, -;

Pasal 2

(S L1l 0w
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) =i L p. 1862.621.799.970 00 _-;
i PP = g 4 O - J . C’*:‘**.t
| : smbah /{ipery urang: Rp.i61.581.058.831.00.-}:
a - - -
®, perembah /{1DeTr urang; D.i61.581.058.831.00.-}:

jumlah dane perirnbangan setelaeh perubahan ................. e Rp. 121.040.731.129.00,-;

(2] Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} fhuruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Papk Daerah :
1. semula Rp. 16.380.00G.000,06,-;

2. bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000,00,-;
jumlah pajak daerah setelah perubahan ........... A e S Rp. 16.385.000.000,00,-;

b. Retribusi ...



=

th Feti-iluiei iaerah

1 & onula W /21 DS DOWHI)
/ Preor tomt set By / fbebormay v | 1. TG agganage gog
ittt a hoyvtvilwmat dacraby acteloly pealiabian Wll

Haatl Pavgelalaan hebayaant Yang Digdeahtban

! el oo NT SO QO OO0 ey

h..q Panida bl bk dang ) N 11 D2 nn Ul
caatnialt Dasy v neshidaan hehasaan yvang Jdipisahhat
s ieial pvnntbahian : - v e AR

G Larn-a Pendapatan Ash Daerah Yang Sah
! semula Rp. 11.724.501722,00,-
2 bertambah/{berkurang) Rp. 881.353.278, ()01_
jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah

setelah perubahan ... A — Rp.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak :

1. semula Rp. 33.112.180.000,00,-;
2. bertambah/(berkurang) Rp. 3.565.536.000,00,-:
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan .......................... Rp.

b Dana Alokas: Umum

1. semula Rp. 592.813.148.000,00,-
2 bertambalhi/{berkurang) Rp. 0 00,-,r
jumlah dana alokasi umum setelah pt*mhahqn R — Rp.

¢ DDana Alokasy Khusus

! seinna Kp. Q.QQ,-;
L, bettanhral / (berhanran Rp. 201 338 1958.000,00,-;
sumadaly dana Aiokass t«.lu Isus wetiehh perutatany .. Rp

720 552 00 00

Gl H2h BHB U0, -

12.605.855.000,00),-;

36.677.716.000,00,-;

592.813.148.000,00,-;

Q01338 19500000, -



G.

(4} Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana vang dimaksud dengan pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari

jenis pendapatan

a. Hibah
L semula Kp.
2 bertambah/{berkurang) Rp

9120 127.300,00,-:
{7.333.000.000,00,-);

runlah pendapatan tubah setelab pt'-mtmh;m R ——— Kp.
. MAINE L erraeira
SRV Rp 0.00.,-,
* F -.~-a-_‘ -I'- "a - T W RS ¥ .'ﬁ
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o Dana Bag Hasal Pajal Dan Provinsy gan pemennt ahl Daerah lamnyva:

Remula Rp. 33.098.037.670.00,00,-;
Irertambal/(berkurang) Kp. 20.973.128.665.00,-;
jumlah dana hasil pajak setelah perubahan ... Rp.
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semula Rp. 85.981.382.000,00,-;
. mert ambah/(berkurang] Rp. (85.981.382.000.00.-):
jumiah otonom: Khusus setelah perubahan ... Rp.

d. Dana penvesuaian dan Otonomi kKhusus:
1
N
AL

2 ?:r:;:. '.__'11'1:‘;1_ Iy "’!f"‘k'll"a.ug‘} R, 10.760. 194.494105.5

So- simzeeusrm welaTgan setelah pertubahan Lo L. Rp
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euanigan dari Frevinsi atau dari Pemenntah Daerzh lainnva -

1.796.127.300,00,-;

Q.00.~;

54.671.166.335,00,-;

01003';

10.760193. 483 D0.-;

33.813.253.000.00 -,

Pasal 3 ...



o)

254l

1} Belanja Dzeran sebagaimansz vang dimaksud dalam Pasai 1 huruf b terdiri dar: .

)

a. Belanja Tidax [_angsung:

I semu":: Rp. 524.236.126.149,00,-;

2.  bertambah/{berk urang) Rp. 40.831.278.523.59.-;

umliah belenia txh k langsung setelah perubahan ........... .. Rp. 565.067.404.672,59,-;
b. Belanja Langsung :

1. semulsa Rp. 316.557.055.543,00,-;

2. berzambah/{berkurang) Rop. 194.258.492.518,00.-;

jumian belaniz langsung setelah perubahan ...l Rp. 510.815.548.061,00,-;
Selzniz Tidal iargsung sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dan :
2. TEZETTE S LERAN:

1. semulzs Rp. 412.962.436.159,00,-;

2. ‘Tbermazmrban fiberxurang! Rp. 31.396.987.823.59.-;

jumnlah be=lanja pegawai seteiah perubahan ................ et Rp. 444.359.423.982,59,-;
b. Belanja Bunga :

1. semula Rp. 0,00,-;

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,-;

jumlah belanja bunga setelah perubahan ... Rp. 0,00,-:
c. Belanja Subsidn

1.  semula Kp. 0,00,

2. bher Imnl:;th/(bt‘IMH ang) kRp. 0,00,-;

juitilah Dlelanja Subsidy sele lnh perul ST o Kp 0,00,
d. Belanga hlbah

. semula N 14 G20.190 /700,00,

2 bertambah/(berhurang ) RBp. 20610,000,000,00, |

jumlah belanga hibah setelah perubahan ... Rp. 17.242.199.700,00,;

e. Belanja...

A =]
A 1 v
| =Py ey L T, Ty ey
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e, Bebimja Bantuan Sosal

{ semula Ky 3.-H100U10.000,00,
£, Devtambuibhy (hertinnning) ANE 1 /A8 HH7T 000,00,
mamlab beknga bantuan soaal setelah perubahian . Rp K227 557.000,00,-;

{ Paekma Bag Hasit Repada Provnst Kabupaten/ Ko/ dan Pemerintah Desa .

: e I Rp R0 1HhH 200,00,
h i\‘in nhah (bethurang | N [ N 4 L
jumiaihy belana bagt hasit setelaly peraly ARATY Rp 2.310.155.200,00,-;

g Bolaria Bannan Keaangan Kepada Provinsy/ kabupaten/ kKota
Dan Pomenmiahan e s

1 setnuha Rp. RO 307 335 "IQO 00, -1
d bortabahy/ {Lerkkucang ) Rp.  5.800. U 3.700,00,-
jumibah bolapga hantuan K aungan *-ttt‘ldh poruly lh..m T Rp. 05.257.<113.790.00,-;

h, belana tidak teedugad

| semuala Rp. 1.500.000.000,00,-;
2. bLertambaby/(bevrkurang) Rp. . {82931.5°0000 0,);
jumtah belanja tdak terdupa setelah perubahan oo Rp. 670.655.000,00,-;

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurab b terdin dari:

i belanga pepawat

1 permutla Rp. 66.502.601.350,00,-;
2/ hertambali/(berls urang) Rp. 1.016.265.400,00,-;
jurmlah belanja pegawal setelah perubahan .......................... Kp. 67.518 956.750,00,-;

b. belanja barang dan jasa :
1. semula Rp. 155.191.153.593,00,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 20.287.761.859, Q_O -
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan .............. Rp, 175.478.915.452.,00,-;

c. Belanja ...
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¢. Belanj Modal:

1. semula Rp. 04 .803.210.600,00,-;
2. bertambab/{berkurang)  Rp.  172.954.405.259,00,-;
jumilah belanja modal setelah perabahan o . Rp.  267.817.675.859,00,-;

Pasal 4

(1) Pembimyaan Dacrah sebagaumana yang dimak sud dalam Pasal |1 huruf ¢ terdindar :
a0 Peocimann Pembiayvaan Daerahe

1. semula p. $20.000.000,00,-;

2. bevtambah /(berkurang) Rp.  30.254219.746,59,-;

juntilah penerimaan setelah perubahan e Rp. 31.174.219.746,59,-;
L. Pengeluaran Pembiavaan Daerah :

1. semula Rp. 4 .000.000.000,00,-;

2.  bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-;

jumlah pengeluaran setelah perubahan ... Rp. 4.1000.000.000,00,-;

(2] Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jerus permbiayaan :
a2 SiLPA Tahun Angpgaran sebelumnya

1. sernula R, (), 00),-;

2 hertambah/(berkurang) Rp, 30254.2 19./46,5 9,00,

juniah SilLPA setelaby perubahan e U £13) 30,2584 219,746 59, .

h  Penerimaan kermbali pemberian pinjonan

. semuls Rp. 920.000.000,00,;

2 bertamnbah/(berkurang) Rp. 0,00,

jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan ... Rp. 920.000.000,00,-;

(3) Pengeluairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (investasl) pemerintah daejah :

1. semula Rp. 2.000.000.000,00,-;

2 bertambah/({berkurang) Rp. 0,00.-:

jumlah penyertaan modal (investasl) pemerintah dacrah

getelah PErubaNAn ... Rp. 2.000.000.000,00,-;

h. Pembenan...
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b, Pemberian pinjaman daerah

1. germilia Rp. 2 000.000.000.00.:
2 bertambah/(herkurang) Rp. 0,00

jumlah pembenan pinjaman daerah

setelah perubahan . . R 2100 000.000,00 -,

Pasal 5
Uraian iebilh lanjut Perubahan Ang garan Pend
) T

apatan dan Belanja Daerah sebagaziamana dimaksud dajam Pasa 1, tecatum
dalzm lLamoran vang meruipakan bagian vang

id & terpisahk an dar Peraturan Daerah ini, terdin dan

- 4 - - 1 - ) o . [
a. Lempiran | Frogkazsan perubiahan APBD,
'..... v FE — e rr-nla-'.rr o i 3 g L-r i il T . TR % - - I . .
B Lamperan [ ~irgmaszrt Peribeidian APBD menurut Urusan Pemenintah Daerah dan Organisas §
¢ - ] g - E o p - - < = -F"' 2 - i - I - : F - o -~ = . - =
e lzoperan l Fimiian Ferubaharn ACYSD moenant Urusan pemessintzh Daeralh, Orgarrsas:, Pendapatan, SUsianp dan
PeTn AV aAn
. S W 1 : - o e - - P N 4 - = a T Oy - . = ) . - 3 ”~ 2 - g i - g 2 - - it
0. wIOpEan i rev. s uaEst Perdzanan Belane meenurut Urusen Pergerinitahen Dz etz Orgz nusa st Program Gn Kegziao
€ AT TEBIIT eS8 SETUbe A Sa -

har Bea g Ugeral unt uk zesearasa n den Hetermadian Urusan Pemoenateh Daesm b dan
rungsidalam nerangra Pengeloizan Keuz ngen Wegera.

Hasal ©

Bupa's l.abuhanbatu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeralt sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Kegiatan/ belanja vang bersifat wajib, mengikat dan kegiatan/ belanja yang mendesak sesuai ketentuan peraturan yang dananya
tidak tersedia dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, dibebankan pada dana tidak terduga.

-

asal 8 ...
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengelahuninya, memerintabk an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Nacrah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Desember 2016

Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HABIBUDDIN SIREGAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA :(2;?/201(, )



